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PEMERINTAH KOTA KEDIRI
PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRT

NOMOR 2 TAHUN 2002

TENTANG

PERIZINAN
USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAJIA ESA
WALIKOTA KEDIRT,

bahwa dengan telah diberfakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999
tentang Pemcerintahan Daerah dan Peraturan Pemenntah Nomor 235 Tahun
2000 tentang Kewenangan Pomerintah dan Kewenpangan Propingt sebagai
Daerah Otonom, maka kewenangan Pemerintah KabupatenKota bertambah
Tuas;

bahiwa scbhagai tindak lanjul Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana
Wilayah Nomeor | 369/KPTSM/2001 tentang  Pedoman Pemberian lzin
Usaha Jasa Konstruksi Nasional, Menjadi Kewcnangan minimal yang wajib
retap dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota di Bidang Perizinan;

bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam  konsideran
memmbang huruf a dan b di atas dipandang perle untuk menetapkan
ketentuan Perivinan Jasa Konsiroksi dalam Peraturan Daerah,

Undang-undanyg Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Barat dan dalam Dacvah istimewa Yogiakarta { Berita Negara Tabun 1950
Nomor 45 )

Undang-undang Nomor 18 Talun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran
Negara Tahun 1999 Nomor 63,

Undang-undang Nomor 22 Tahan 1999 tentang Pemenniahan Daerah
{Lembaran MNegara Tahun 1999 Nomor 60, Tumbuhan Lembaran Neoara
Momor 3839);

Peraturan Pemenntah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propins: sebagal Ducrah Otonomi {Lembaran
Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952
Peraturan Pemerintuh Nomor 28 Tahun 2060 tentang Usaba dan Peran serta
Masyarakat Jasa Konstruksi;

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penvelenggaraan lasa
Konstruks:;

Peraturan Pemeriniah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penvelenggaraan
Pembinaan Jasa Konstruksi;

Peraturan Pemenntah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
{Lembaran Mepara Tahun 200! Nomor 119, Tambahan Lembaran Nepara
Nomor 41397;
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Menetapkan

Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedomun Pelaksanaan
Pengaduan Barang/Jasa Instansi pemerintah;

10, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun

2001 Tentang Teknik Pemyusunan dan Materi Muatan produk-produk Hukum
Digerah;

_Keputusan Menteri Dalam Negen dan Otonomi Daerab Nomor 22 tahun
2001 Tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah |

. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun
2001 Tentang Prosedur dan Penyusunan Produk Hukum Daerah;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeni dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun

2001 Tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah:

14, Keputusan  Menteri  Permukiman  dan  Prasarana Wilayah Nomor

3G9KPTSM2001 tentang Pedoman Pemberian lzin Usaha Jasa Konstruks
Nasional;

15, Peratwran Dacrah Kota Kediri Nomer 10 Tahun 2000 teniang Struktur

Orgamsasy dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Kedini dan Sekretariat
DPRD Kota Kedin;

16 Peraturan Daerah  Kota Kedinn Momor 11 Tabun 2000 tentang Struktur

{rganisast Dinas sebagut Unsur Pelaksana Daerah.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKI AN RAKYAT DAERAR KOTA KEDIRI

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI TENTANG PERIZINAN USAHA JASA
RONSTRUKSL
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BAB 1
KETENTUAN UMM
Pasal |

Dalam Peraturan Dacialy ird yvanyg dimaksud dengan |
Daerah otonom sclanjutnya discbut Dacrab, adalah Kesaiuan masyarakat
hukum vapg mempunyal batas daerah tertentu berwenang mengatur dan
mengurus  kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa  sendir
berdasarkan aspirast masvarakal dalam ikatan Negara Kesatuan Republik
Indonesia:
Pemerintah Daerah adalah Pcmerintah Kota Kedm vaity Kepala Daerah
beserta Perangkat Daerah Otonom vang lain scbagatl Badan Fksekutit Daerals
iKepala Daerah adalah Wabhkota Kedir:
Dinas Pekerjaan Umum, adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota Kediri;
Kepala Dinas Pekerjaan Umum adalah Kepala DinasPekerjaan Umum Kotz
Kedin:
Badan Usaha jasa Konstruksi untuk sclanjutnya disebur Badan Usaha adalah
Badan Usaha vang bergerak di bidang Konstruksi:
Jasa Konstruksi adalah lavanan jasa konstruisi perencanaan pekerjaan
konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjagn konstruksi dan lavanun jasa
konsulias: pengawasan pekerjaan konstruks:;
Domisili adalah tempat pendirian dan kedudukan Badan Usaha,
Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat 1UJK adalah izin untuk
meiakukan usaha i bidang jasa konstruksi vang diterbitkan oleh Pemerimiah
Kota Kedin dan atau Pejabat yang ditunjuk;

10. Lembaga adalah lembaga sebagaimana dimaksud oleh Undang-tundang Nomor

I8 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.
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BAB 11
JENIS — JENIS USAHA
JASA KONSTRUKSI

Pusal 2

(1) Jemis Usaha Jasa Konstruksi melipudi
a. Jasa Perencanaan ;
b, Jasa Pelaksanaan ;
¢. Jasa Pengawasan.

(2) Ruang lingkup jasa perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) terdiri dari :
Jasa Survey, Testing Laboratorium, Perencanaan Umum dan Studi Mikro lainnya, Studi
Kelayakan, Jasa Perencanaan Teknik, Operasi dan Pemeliharnan, Jasa Bantuan dan Naschat
Teknis, Jasa Penelitian, Manajemen Konstruksi dan Jasa Manajemen Proyek.

{3} Ruang Lingkup Jasa Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) terdiri dari
bidanp pekerjaan Arsitektur, Sipil, Mckanikal, Elektrikal dan bidang pekerjuan Tata
Lingkungan.

(4) Ruang Lingkup Jasa Pengawasan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (¢} meliputi Jasa
Inspeksi/Supervisi, Jasa Testing Laboratorium, Manajemen Konstruksi dan Jasa Manajemen
Prayek,

BAB 11
WEWENANG PEMBERIAN IZIN
USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 3

{1} TUIK diterbitkan oleh Pemerintah Kota Kediri tempat Badan Usaha tersebut berdomisiii.

{2) Walikota dapat menunjuk unit kerja/Pejabat untok menerbitkan TUJK dalam rangka pelaksanaan
Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi.

(3) Unit kerja/Pejabat yang ditunjuk menerbitkan TUTK adatah unit kerja/Pejabat yang tugas dan
fungsinya membidangi pembinaan jasa konstruksi.

BAB IV
SYARAT-SYARAT PEMBERIAN IUJK
Pasal 4

(1) Badan Usaha Nasional yang ingin memperoleh TUTK harus mengajukan permohonan kepada
Walikota/Pejabat yang ditunjuk dengan mengisi formulir yang telah disediakan,

{2} Kelengkapan permohonan:
Surat Permohonan TUJK ditampiri dengan dokumen sebagai berikut;
a. Rekaman Sertifikat Badan Ussha (SBU) vang telah diregestrasi oleh Lembaga
Pengembangan Jasa Konsiruksi { LPJK) Propinsi;
b. Surat Pernyataan tentang kesesuaian data dari pemohon;
¢. Tanda bukti pembayaran izin.

BABYV
JANGKA WAKTU DAN WHLAYAH OPERASI IZIN
Pasal 5

{1) INIIK yang diberikan pada Badan Usaha berlaky selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang,

(2) Heregrestrasi TUJK yang diberikan pada Badan Usaha dilakukan setiap tahun sekali ;

(3} IUJK yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Kediri berlakn untuk seluruh wilayah Republik
Indonesia.



PDF Compressor Free Version

BAB VI
TANGGUNG JAWAR
Pasal 6

Unit kerja/Pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan pemberian IUJK menyampaikan
laporan pertanggung jawaban setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Walikota yang bersangkutan_
dengan tembusan disampaikan kepada Gubernur dan Menteri yang terkait.

BAB VI
PENGAWASAN
Pasgal 7

Walikota metakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian UK.

BAB VII1
KETENTUAN SANKSI
Pasal 8

Dalam Peraturan Daerah yang dibuat untuk pelaksanaan pedoman ini ditetapkan sanksi
administrasi sebagaimana Peraturan Perundang — Undangan vang berlaku. :

BAB IX
KETENTUAN BESARNYA BIAYA
Pasal 9

(1) Atas pemberian izin Usaha Jasa Konstruksi dipungut biaya ;
{2) Besarnva biaya untuk pemberian IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah -

a. Jtasa Perencanaan

9 KualfikasiKsebesae ... . .. .. Rp. 150.000.-

3 KualifikasiMsebesar ... ... . Rp.  430.000.-

0 KualifikasiBsebesar ... ... Rp.  900.000,-
b. Jasa Pelaksanaan

0 KualifikasiK sebesar ..,........... ... Rp.  300.000,-

O KualifikasiM sebesar ... Rp.  900.000.-

O KualifikasiB sebesar ... .. .. Rp. 1.800.600.-
¢. Jasa Pengawasan

@ Kualifikani K sebefisr  ..oconiv i Rp. 15G.000.-

O RuahfikasiMsebesar ... ... ... Rp.  450.000 -

9 Kualifikasi Bsebesar ... .. .. ... . Rp.  900.000 -

(3)  Hasii pungutan biaya dimaksud pada ayat (2) disetor ke Kas Daergh.

BAB X
KETENTUAN PERALTHAN
Pasal 10

Dalam Peraturan Dacrah ditetapkan masa peralihan dengan ketentuan Surat Izin Usaha Jasa
Konstruksi lama masih tetap berlaku sampai batas waktunya.
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BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal ii
Peraturan Daerah ini mulal berlaku pada tanggat diundangkan;
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintabkan pengundangan Peraturan Daerah
i1 dengan penempataniva dalam Lembacan Daerah Kota Kediri,
fntertapkandi Kedirs

pada tanggal =z Aprl o

WALTKOTA KEDIRL

\

H.AMASCEUL

SEKKETARIS DAERAN KQTA XEDIRI

/m o

He BAMBANG BDLIANTC

Pembina Utama Muda

NIP, Q1D 120 778
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOT'A KEDIRI
MOMOR 2. TAHUN 2002

TENTANG
PERIZINAN USAHA JASA KONSTRUKSI
LMUM

Jasa Konstrukst merupakan salah satu kegiatan dalam bidang ekonomi, sostal dan
budaya yang mcmpunyu: peranan penting dalam pencapaian berbagai sasaran, guna menunjang
terwujudnya Bagian Pembangunan. Jasa konstruksi mempunyai peranan penting dan strategns
mengingat jasa konsirukst menghasilkan produk akhir vaitu berupa bangunan atau beniuk fisik

lainnya, maka perlu peraturan vang mengatur perizinannya.

DUewasa int jasa konstruksi merppakan bidang usaha yanp banvak diminati oleh
masyarakat, terbukti schagaimana terlihat dari makin banyaknva jumiah permasalahan vang
bergerak dibidang usaha jasa konstruksi.

Dengan demikian jasa konstruksi di Kota Kediri perfu ditumbuh kembangkan agar

lebih mampu berperan dalam wmewujudkan pembangunan khususnya di Kota Kediri,

Sejalan dengan meningkatnya keikutsertaan masyarakat untuk mengembangkan jasa
konstrukst maka dibentuklah produk-produk hukum dacrah vaitu Peraturan Daerah scbagal
landasan hukum. Dan diharapkan semua masyarakat sebagai pengguna dan penyedia jasa wajib
mematuht ketentuab-kerentuan vang tercantum dalam Petraturan Daerah tentang Penizinan Jasa

Konstruksi

I PASAL DEMI PASAL

Pasal | sampas dengan 11 Cokup Jelas,



